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Saat ini, dunia dan Indonesia tengah dilanda pandemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-
CoV-2. Pada dasarnya, terdapat pendekatan yang berbeda dari negara-negara yang menanggulangi 
COVID-19. Pertama, pendekatan Singapura, yaitu intervensi yang dilakukan oleh pemerintah secara 
terkoordinasi (baik penelusuran secara teliti kasus demi kasus, kampanye sistematis menjaga jarak 
sosial serta edukasi pandemi COVID-19, dan sistem karantina), transparansi/keterbukaan informasi, 
dan penegakan hukum secara efektif (pemanfaatan CCTV, catatan imigrasi, aturan yang membatasi 
secara ketat, dan pelarangan wisatawan).1  

Kedua, pendekatan Korea Selatan (Korsel), yaitu dengan menyelenggarakan tes seluas mungkin bagi 
hampir 200.000 orang untuk diuji di laboratorium. Korsel menempatkan jaringan laboratorium sebagai 
garis depan penanggulangan pandemi COVID-19. Di samping itu juga pemerintah Korsel 

 
1Kompas, https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/18/173000065/singapura-nol-korban-jiwa-COVID-19-bagaimana-caranya 
18/03/2020 
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berkolaborasi dengan pihak swasta dalam menguji sampel. Strategi ini menjadi kekuatan dalam 
pemetaan penyebaran dan kesiapsiagaan pusat pengendalian penyakit. Oleh karena itu, Korsel tidak 
perlu melakukan penutupan wilayah (lockdown).2 

Terakhir, pendekatan Taiwan, yaitu dengan mengembangkan sistem kewaspadaan yang tinggi dalam 
merespons kasus COVID-19 yang terjadi di Tiongkok. Taiwan hanya berjarak 81 mil dari episentrum 
wabah. Kombinasi dari kepemimpinan nasional yang terbuka, mendengarkan aspirasi dari organisasi 
kesehatan (WHO) dan para ilmuwan serta dokter menjadi formula utama pengendalian pandemi. 

Di samping itu ada beberapa modalitas lain yang menjadi pijakan Taiwan, antara lain; pertama, 
kebijaksanaan (wisdom) yang ada pada pemangku kebijakan dalam mempelajari catatan sejarah pandemi 
(SARS Cova tau SARS). Kedua, tetap mempertahankan skema desentralisasi pusat komando (command 
& control centre) di berbagai wilayah terkait pengumpulan data, identifikasi, dan alur distribusi dana dan 
sumber daya, serta isolasi individu yang terjangkit virus. Pusat komando ini dilakukan di bawah Menteri 
Kesehatan dan berkoordinasi dengan kementerian dan pemerintah setempat. Ketiga, menjamin 
distribusi dan ketersediaan masker, serta mengatur secara proporsional agar akses untuk mendapatkan 
masker terjaga. Keempat, tindakan cepat dan aturan yang ketat dengan sanksi (carrot and stick) bagi 
individu yang tidak melapor telah terpapar virus. Kelima, keterbukaan informasi.3 Dengan kata lain, 
Taiwan menggabungkan aspek demokratik, teknokratik, dan sistem komando yang tidak terputus 
(unbroken chain of command). 

Lantas bagaimana kita belajar dari sisi dimensi hukum dan mekanisme pengambilan keputusan di atas 
terhadap bencana non alam, khususnya pandemi seperti ini? Dan, bagaimana instrumen hukum 
menjamin hak dan kebutuhan masyarakat selama pandemi, agar tidak mengorbankan masyarakat? 
Sesungguhnya melalui pengalaman yang pernah kita alami di masa lalu, Indonesia seharusnya sudah 
dapat menarik pelajaran, bagaimana suatu epidemi dikendalikan dan diatasi, agar ketika terjadi 
pandemi, pemerintah lebih siap menghadapinya. 

Dengan tingkat penyebaran COVID-19 yang tinggi sekaligus mematikan, pada dasarnya Indonesia 
bisa menggabungkan tiga model pendekatan Singapura, Korsel, dan Taiwan. Namun, dari dimensi 
hukum, sebagai peranti lunak yang menggerakkan otoritas baik itu Presiden, Kementerian, Lembaga, 
maupun Daerah (K/L/D), diperlukan suatu observasi apakah instrumen hukum yang ada beroperasi 
atau tidak. Ini diperlukan untuk menjawab, mengapa Indonesia tidak bergerak lebih cepat dalam 
merespons penyebaran COVID-19, sehingga terdapat dampak kelangkaan masker, disinfektan, 
kebutuhan dasar, kesiapan rumah sakit, dokter, dan tenaga medis. Padahal hukum yang ada sudah 
memberikan petunjuk. 

Opini terhadap Instrumen Hukum Pengendalian Pandemi 

Suatu negara butuh instrumen hukum yang berdaya guna agar mampu mengendalikan pandemi di 
wilayahnya dan sekaligus menjamin pemenuhan kebutuhan dasar warga negara. Mengapa diperlukan 
instrumen hukum? Ada beberapa alasan untuk itu; pertama, dalam keadaan krisis, tertib hukum harus 
tetap berjalan untuk mencegah potensi adanya gangguan sosial dan hak dan kebutuhan dasar warga 
terpenuhi. 

Kedua, otoritas publik memiliki landasan bertindak yang pasti agar mencegah penyalahgunaan 
kekuasaan. Ketiga, agar pembatasan-pembatasan yang dilakukan dapat dikendalikan, diperlukan 

 
2 Laura Bicker, Virus Corona: Penanganan COVID-19 ala Korea Selatan Layak Jadi Panutan?, BBC Indonesia, 
https://www.bbc.com/indonesia/dunia-51866332. 13/03/2020 
3 Yuliawati, Jurus Sukses Taiwan Tangkal Corona Meski Berdekatan Dengan Tiongkok, Katadata, 
https://katadata.co.id/berita/2020/03/13/jurus-sukses-taiwan-tangkal-corona-meski-berdekatan-dengan-tiongkok. 13/03/2020 
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kepastian hukum sebagai jaminan hak dasar tidak diabaikan sepenuhnya. Terakhir, menentukan hak 
dan kewajiban dari otoritas dan warga negara. 

Bagaimana kesiapan instrumen hukum kita saat ini? Ada beberapa instrumen hukum yang tersedia dan 
dapat digunakan oleh pemerintah saat ini terkait pengendalian epidemi di waktu krisis saat ini, yakni; 
UU No.4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU No.24/2007 tentang Penanggulangan Bencana, 
UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No.36/2009 tentang Kesehatan, UU 
No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Perpres No.17/2018 tentang Penyelenggaraan 
Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu dan Keppres No.7/2020 tentang Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Instrumen ini pada dasarnya adalah landasan hukum 
bagi pemangku kekuasaan yang bertanggung jawab atas pengendalian bencana.  

Namun ada beberapa catatan yang perlu kita tahu; 

Pertama, mengenai wabah, UU No.4/1984 tentang wabah penyakit menular. Pada dasarnya UU ini 
memberikan otoritas yang besar bagi Menteri Kesehatan untuk menetapkan daerah tertentu di wilayah 
Indonesia, maupun mencabut penetapan tersebut. Di samping itu juga, Kepala wilayah ataupun daerah 
dapat melakukan tindakan-tindakan penanggulangan ketika sudah terjadi wabah ataupun orang yang 
terjangkiti.  

Akan tetapi, UU ini sudah tidak selaras dengan perkembangan ketatanegaraan dan kebutuhan publik 
saat ini, seperti; UU Pemerintahan Daerah (UU No.23/2014) dan UU Penanggulangan Bencana (UU 
No.24/2007). Pengaturan relasi antara pusat dan daerah sudah demikian kompleks saat ini melalui UU 
No.23/2014. Kompleksitas relasi ini tidak diadopsi oleh UU No.4/1984 yang masih dalam bingkai 
sentralisasi dan konsentrasi kekuasaan pemerintah pusat. 

Selain itu, dengan adanya UU No.24/2007, wabah penyakit telah dikategorikan sebagai bencana non-
alam, dan UU ini telah memberikan tanggung jawab bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB) sebagai pengarah dan pelaksana penanggulangan bencana. Maka berdasarkan asas Lex 
posteriori legi priori, dan prinsip kedayagunaan, maka sebaiknya UU No.24/2007 dikedepankan dalam 
pengendalian pandemi. 

Kedua, berlakunya UU No.24/2007 tentang penanggulangan bencana secara fundamental telah 
memberikan kerangka tanggung jawab dan wewenang yang komprehensif bagi pusat dan daerah dalam 
penanggulangan bencana non-alam. Di samping itu juga, diberikannya peran dan tugas bagi BNPB 
sebagai tulang punggung pengendalian bencana adalah bentuk kebijakan hukum yang tepat untuk 
pengendalian bencana. Peran vital BNPB tampak di dalam Perpres No.17/2018, di mana BNPB 
diberikan otoritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan akses dalam penanganan 
darurat bencana sampai batas tertentu. Namun Perpres ini memiliki kelemahan yang mendasar bahwa 
otoritas tersebut dapat diberikan setelah rapat koordinasi antar kementerian. Seharusnya dalam 
menjaga tempo yang cepat dalam penanggulangan bencana, Keputusan Presiden tanpa perlu melalui 
mekanisme rapat sudah cukup, karena sesungguhnya Presiden tidak hanya suatu jabatan, namun juga 
lembaga yang didukung dengan sistem pendukung dan sebagai penanggung jawab pemerintahan 
tertinggi. 

Perpres tersebut juga memberikan otoritas kepada pusat maupun daerah (Provinsi/Kota/Kabupaten) 
untuk menetapkan status kedaruratan. Ini merupakan langkah maju, ketika otoritas tersebut 
terdesentralisasi. 

Adanya Keppres No.7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sudah baik 
adanya karena sejalan dengan Pasal 3 (3) Perpres No.17/2018. Namun persoalan khusus dalam 
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Keppres tersebut muncul dalam Pasal 8 terkait susunan Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
COVID-19. Pasal tersebut memungkinkan adanya simtom sekuritisasi masalah penanganan COVID-
19 dengan menempatkan Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri sebagai Wakil 
Ketua Gugus Tugas, serta unsur TNI dan Polri sebagai anggota.  

Padahal, yang harus lebih banyak berperan adalah unsur kesehatan (tenaga kesehatan, kefarmasian, 
dan penyelenggara fasilitas kesehatan), dan ilmuwan atau inovator teknologi kesehatan terkait 
penanggulangan pandemi. Apabila pelibatan TNI ke dalam Gugus Tugas tersebut adalah bagian dari 
Operasi Militer Selain Perang (OMSP), maka Pemerintah wajib mengeluarkan suatu peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimandatkan oleh UU No.34/2004 sebagai landasan dari 
penyelenggaraan OMSP. Begitu juga dengan pengerahan Polri ke dalam Gugus Tugas tersebut, Polri 
harus ditempatkan sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban 
umum sebagaimana Pasal 13, 14, dan 15 UU No.2/2002. 

Ketiga, melalui UU No.36/2009 tentang kesehatan terdapat serangkai tanggung jawab Pemerintah, 
Daerah, dan masyarakat yang harus dilaksanakan selama masa pandemi. Terdapat tiga langkah yang 
harus dilaksanakan oleh pemerintah, daerah, dan masyarakat itu sendiri, yaitu pencegahan, 
pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitasi bagi individu yang terjangkiti. 

Catatan penting yang dapat diambil dari UU No.36/2009 adalah, (1) pencegahan, pengendalian, dan 
pemberantasan penyebaran penyakit berbasis wilayah. Dalam arti lain, ketiga upaya tersebut ditafsirkan 
harus dilakukan dari wilayah pemerintahan terendah seperti kelurahan, kecamatan, Kota/Kabupaten, 
hingga Provinsi, hingga tingkatan nasional; (2) bahwa kolaborasi lintas sektor adalah mandat dari UU 
a quo; (3) ketiga upaya tersebut diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan; (4) 
kewajiban bagi pemerintah untuk menjamin ketersediaan imunisasi yang aman, bermutu, efektif, 
terjangkau, dan merata distribusinya; (5) kewajiban bagi masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan 
bersih sebagai bagian dari upaya pencegahan. 

Keempat, transparansi kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Sejatinya UU 
No.14/2008 tentang informasi publik menuntut Pemerintah sebagai badan publik untuk membuka 
secara transparan kasus ini sejak awal.4 Pada dasarnya, alasan Presiden tidak membuka seluruh 
informasi terkait penanganan virus korona yang disebabkan karena kekhawatiran menimbulkan 
kepanikan dan keresahan bukanlah suatu alasan yang tepat. Mengapa demikian? Pertama, pandemi 
COVID-19 bukan informasi publik yang dikecualikan oleh Undang-Undang, sebagaimana informasi 
yang dapat membahayakan negara, karena sejatinya informasi pandemi tersebut sudah diketahui 
khalayak umum sejak hari pertama mewabah di Wuhan, Tiongkok, dan telah diinformasikan oleh 
badan kesehatan dunia, WHO.  

Kedua, terdapat ketentuan-ketentuan yang mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah di luar 
UU No.14/2008 untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya dan membuka akses bagi masyarakat 
untuk mengetahui informasi tentang kesehatan ataupun penyakit menular, yakni; Pasal 17, Pasal 154 
dan 155 UU No.36/2009. Di samping itu juga, pasal 79 dan 80 UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan 
Kesehatan memberikan landasan otoritas bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyampaikan 
informasi kekarantinaan kesehatan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan risiko 
kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kedaruratan. 

 

 
4 Simak liputan Katadata, Dimas Jarot Bayu, Jokowi Sebut Batasi Informasi Corona Untuk Cegah Kepanikan, 
https://katadata.co.id/berita/2020/03/13/jokowi-sebut-batasi-informasi-corona-untuk-cegah-kepanikan. 13/03/2020 
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Pertimbangan Hukum Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Skala Besar 

Isu terkait penguncian wilayah atau lockdown sudah memenuhi wacana publik. Terdapat dua eksponen 
masyarakat yang menginginkan lockdown ataupun sebaliknya menolak kebijakan lockdown. Secara hukum 
yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya melalui UU No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, 
hanya dikenal dua macam pembatasan yang terkait dengan wacana lockdown, yakni karantina wilayah5 
atau pembatasan sosial berskala besar6. 

Karantina wilayah pada dasarnya terdiri dari tiga unsur utama, yakni; (i) adanya pembatasan penduduk 
dalam suatu wilayah termasuk pintu masuk beserta isinya; (ii) adanya dugaan terinfeksi dan/atau 
terkontaminasi sedemikian rupa; (iii) tujuan dari pembatasan ini adalah mencegah kemungkinan 
penyebaran penyakit atau kontaminasi. Dengan demikian, karantina wilayah adalah suatu protokol 
untuk mengisolasi penduduk dan segala isinya dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi atau 
terkontaminasi sehingga tidak diperkenankan keluar dari wilayah tersebut. Namun di sisi lain karantina 
wilayah masih memungkinkan penduduk melakukan aktivitas atau kegiatan tertentu dalam wilayah 
yang sudah ditetapkan. 

Karena karantina wilayah menekankan tidak adanya arus keluar masuk penduduk dalam suatu wilayah, 
maka pemerintah pusat, daerah, dan pihak terkait sebagai penyelenggara bertanggung jawab atas 
kebutuhan dasar masyarakat termasuk makanan hewan ternak. 

Sedangkan pembatasan sosial berskala besar pada dasarnya terdiri juga dari tiga unsur utama, yaitu; (i) 
pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah; (ii) terdapat dugaan wilayah tersebut 
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi; (iii) sebagai upaya pencegahan kemungkinan penyebaran 
penyakit atau kontaminasi. Dengan demikian, pembatasan sosial berskala besar adalah protokol 
menekankan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah sebagai upaya pencegahan. 
Dengan pembatasan kegiatan tersebut terdapat dua potensi kebijakan pembatasan yakni pembatasan 
secara parsial atau keseluruhan yang bergantung pada tingkat penyebaran atau kontaminasi penyakit. 

Pembatasan kegiatan berskala besar secara fundamental adalah respons kedaruratan terhadap 
kesehatan masyarakat. Pembatasan kegiatan tersebut menurut UU No.6/2018 paling sedikit meliputi 
peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di 
tempat/fasilitas umum. 

Lantas sebagai contoh, bagaimana dengan ketiga Seruan Gubernur DKI Jakarta terkait pencegahan 
penyebaran COVID-19 seperti; Seruan Gubernur DKI No.4/2020 tentang Menjaga Jarak Aman 
Antar Warga dalam Masyarakat (Social Distancing), Seruan Gubernur DKI No.5/2020 tentang 
Peniadaan Sementara Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Rangka Pencegahan Wabah 
Coronavirus, dan Seruan Gubernur DKI No.6/2020 tentang Penghentian Sementara Kegiatan 
Perkantoran dalam Rangka Pencegahan Wabah Coronavirus? Pada dasarnya seruan ini baik sebagai 
peran aktif pemerintah daerah. Namun, secara hierarkis, seruan Gubernur tersebut tidak termasuk 
peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ini adalah modifikasi dari instruksi dan diskresi 
Gubernur yang tidak memiliki konsekuensi hukum yang besar. 

Maka, apabila Pemerintah serius menerapkan protokol pembatasan sosial berskala besar, perlu 
ditempuh beberapa langkah serius berikut ini; pertama, mengingat masih adanya pembangkangan 
masyarakat atas imbauan ataupun seruan Pemerintah soal pemberhentian kegiatan dan social distancing, 

 
5 Karantina wilayah didefinisikan sebagai pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk berserta isinya 
yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit. 
6 Pembatasan sosial berskala besar didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga 
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 
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maka diperlukan mekanisme sanksi administrasi (denda) dalam suatu produk hukum, misalkan 
Perppu.7 Kedua, diperlukan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor terkait pembatasan sosial berskala 
besar sejalan dengan ketentuan yang berlaku.8 Ketiga, Pemerintah wajib menentukan kriteria dan 
pelaksanaan karantina rumah, rumah sakit, wilayah dan pembatasan sosial berskala besar yang diatur 
melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana ketentuan Undang-Undang yang menyebutkan secara 
tegas.9 Terakhir, pada dasarnya penetapan protokol karantina rumah, rumah sakit, wilayah dan 
pembatasan sosial berskala besar terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar harus 
mempertimbangkan beberapa aspek epidemiologi, besarnya ancaman, efektivitas dukungan sumber 
daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.10 

Sebagai catatan penutup, berdasarkan Pasal 49 (3) UU No. 6/2018, penetapan pelaksanaan karantina 
rumah, rumah sakit, wilayah dan pembatasan sosial berskala besar ditetapkan oleh Menteri, dalam hal 
ini Menteri Kesehatan. Apabila kita melihat secara menyeluruh aspek pertimbangan yang ada, 
penetapan Menteri terlalu berisiko, apabila pembatasan tersebut gagal.  

Maka, sebaiknya melalui Perppu ketentuan tersebut diubah11, bahwa penetapan pelaksanaan karantina 
rumah, rumah sakit, wilayah dan pembatasan sosial berskala besar harus di tangan Presiden sebagai 
penyelenggara pemerintahan tertinggi melalui pertimbangan dari Menteri dan Ketua BNPB. Hal ini 
diperlukan karena pandemi mengancam hajat hidup orang banyak dan konstitusi telah 
mengamanatkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan negara ada di tangan Presiden. 
Oleh karena itu segala keputusan ataupun penetapan yang menyangkut keselamatan rakyat harus 
melalui Presiden sebagai pemegang mandat rakyat (Salus populi suprema lex). 

 

 
 

 
7 Simak liputan Kompas; Ini alasan misa pentahbisan Uskup Ruteng Tak Bisa Ditunda, 
https://regional.kompas.com/read/2020/03/19/12213691/ini-alasan-misa-penahbisan-uskup-ruteng-tak-bisa-ditunda?page=all. 19/03/2020. 
8 Pasal 59 (4) UU No.6/2018 
9 Pasal 60 UU No.6/2018 
10 Pasal 49 (2) UU No.6/2018 
11 Berdasarkan Putusan MK No.138/PUU-VII/2009, MK menginterpretasikan kegentingan memaksa bagi Presiden dalam 
mengeluarkan Perppu dalam tiga parameter utama; (i) adanya kebutuhan mendesak dalam menyelesaikan masalah hukum secara cepat 
berdasarkan Undang-Undang; (ii) Undang-Undang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau Undang-Undang 
ada tetapi belum memadai; (iii) kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara 
prosedur biasa karena memerlukan waktu yang lama, sedangkan keadaan mendesak dan perlu suatu kepastian. 
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